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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance 

terhadap penghindaran pajak perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan 

dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data 

dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling) yakni Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2018. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin besar Kepemilikan Manajerial akan 

menurunkan Penghindaran Pajak. Kepemilikan Publik yang tinggi akan menurunkan 

Penghindaran Pajak. Proporsi Komisaris Independen yang tinggi maka 

Penghindaran Pajak tidak mengalami perubahan Komite Audit yang tinggi akan 

menurunkan Penghindaran Pajak. 

Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Proporsi Komisaris 

Independen, Komite Audit, dan Penghindaran Pajak 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of corporate governance on corporate tax 

avoidance (empirical study of food and beverage companies on the Indonesia Stock 

Exchange 2016-2018). The sampling technique used in this study was using 

purposive sampling technique, namely the population used in this study was food 

and beverage for the period 2016-2018. The data analysis method used is multiple 

linear regression analysis method. The hypothesis test used is the t test, F test and 

the coefficient of determination. The results showed that the greater the Managerial 

Ownership, the lower the Tax Avoidance. High Public Ownership will reduce Tax 

Avoidance. A high proportion of Independent Commissioners means that Tax 

Avoidance will not change. High Audit Committee will reduce Tax Avoidance. 

Keywords: Managerial Ownership, Public Ownership, Proportion of Independent 

Commissioners, Audit Committees, and Tax Avoidance 



 
 

PENDAHULUAN  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 

1). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan 

kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama 

satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi 

terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Prakosa, 

2014). Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam 

meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk 

menghindari pajak baik secara legal mapun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha 

mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau 

terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak 

akan membayar pajak tersebut (Siahaan, 2010). 

Objek penelitian ini yakni pada perusahaan sektor manufaktur karena berdasarkan 

data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak terdapat 4.000 perusahaan PMA 

yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang 

mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya 

bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendal 

Pajak, 2018). Kasus besar dari fraud di dunia perbankan diantaranya kasus 

pembobolan BRI Fenomena dalam penelitian ini adalah kasus penghindaran pajak 

oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga 

menimbulkan kekurangan pembayaran pajak 6 senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil 

penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan 

tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan 

ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban 

biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran 

pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu 

tahun 2014-2018 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan 

penghasilan kena pajak (kompas.com). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1 Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

perusahaan?  

2 Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

perusahaan?  

3 Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak perusahaan? 

4 Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? 

 

 



 
 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESI 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Menurut Dyreng, et. al (2008) Penghindaran Pajak merupakan segala bentuk 

kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan 

diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya 

Penghindaran Pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum 

pajak dan tidak hukum perpajakan. Secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan perpajakan individual ditentukan oleh tarif pajak, kemungkinan 

terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, pinalti, dan risk-aversion (Hanlon, 

2010). Menurut Hanlon (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi 

pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Hal tersebut 

dapat menyebabakan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan 

manajemen. Inilah yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan. 

 

Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan 

Komisaris). Besarnya kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham 

yang dimiliki manajer dalam perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah 

keagenan yang ada dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka 

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen 

memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang 

tidak lain adalah dirinya sendiri 

 

Kepemilikan Publik  

Pemegang saham publik atau masyarakat merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan saham yang dimiliki 

jumlahnya tidak signifikan, yang nilainya masing-masing kurang dari 5%. Dapat 

dikatakan bahwa pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan 

kekuatan minoritas dalam perusahaan. Kecenderungan untuk melakukan 

penghindaran pajak perusahaan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan 

diantara para pemegang saham dalam perusahaan. Perbedaan tersebut terlihat jelas 

diantara dua pihak yaitu pemegang saham mayoritas (terbesar) dan pemegang 

saham minoritas (publik) 

 

Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk 



 
 

mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan 

kewajaran dan kesetaraan antara kepentingan pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Agar dewan komisaris dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, harus 

memenuhi beberapa prinsip yaitu terkait komposisi dewan komisaris yang harus 

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat 

bertindak independen. 

 

Komite Audit 

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, 

perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. 

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota, seorang diantaranya 

komisaris independen perusahaan tercatat dan pihak ekstern lain yang independen 

dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan 

keuangan. Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memberikan pendapat 

professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-

hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi 

hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris sehingga diharapkan 

keberadaan komite audit dapat mewujudkan terciptanya tujuan perusahaan 

(Waluyo, 2005). 

 

1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran pajak 

Perusahaan 

Masalah yang seringkali muncul dalam struktur kepemilikan ini adalah konflik 

keagenan akibat dari perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk 

memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. 

Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan mengurangi kecenderungan 

terjadinya perilaku opportunistic manajer karena setiap keputusan yang diambil, 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan tersebut dan ikut 

pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah, dengan adanya kepemilikan saham manajemen akan membantu penyatuan 

kepentingan manajer dan pemegang saham sehingga permasalahan keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemilik 

perusahaan. Penelitian yang dilakukkan Sunarsih (2016) menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan 

 

 

 



 
 

2 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Penghindaran pajak Perusahaan 

Terdapat perbedaan orientasi terhadap perusahaan diantara pemegang saham 

pengendali dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham publik membeli 

saham perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian yang 

setinggi-tingginya atas investasi mereka dengan tingkat resiko yang dapat ditolerir. 

Santoso (2014) menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai 

penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang 

didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan 

pasar modal dan meningkatkan harga saham. Semakin tinggi harga saham berarti 

kesejahteraan pemilik juga akan meningkat. Pemegang saham publik juga terbukti 

tidak agresif dalam pembiayaan perusahaan, yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan usaha (Handayani, 2007). Penelitian yang dilakukkan Mulyani 

(2018) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan 

 

3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran pajak Perusahaan 

Komisaris independen memiliki peranan penting bagi perusahaan khususnya dalam 

pelaksanaan GCG. Dengan jumlah dewan komisaris yang semakin banyak maka 

fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan juga akan semakin baik. 

Dewan Komisaris ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, melakukan 

pengawasan terhadap kinerja manajer, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan terletak pada peran 

komisaris independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang 

bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Dengan adanya fungsi 

pengawasan dari dewan yang independen, diharapkan dapat mengurangi 

kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba. Penelitian yang 

dilakukkan Sandy (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak perusahaan. 

 

4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran pajak Perusahaan 

Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memberikan pendapat professional 

yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal 

yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Diperlukan keahlian dalam hal 

akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum untuk dapat melakukan penghindaran 

pajak dengan cara legal. Keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh 

anggota komite audit akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam 

melakukan penghindaran pajak karena mereka lebih mengerti celah dalam peraturan 

perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan 

saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan 



 
 

keuntungan lebih besar bagi pemegang saham. Penelitian yang dilakukkan Wibawa 

(2016) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan 

 

Kerangka Konseptual 

Alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka 

konseptual sebagai berikut:  

 

Corporate Governance  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan 

                     H1,H2, H3, H4  :  Hubungan secara parsial 

                     H5   :  Hubungan secara simultan 

 

METODE PENELITIAN 

Model estimasi pengukuran Penghindaran Pajak dalam penelitian ini 

menggunakan model Effective Tax Rate (ETR) yang diharapkan mampu 

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan 

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010). ETR 

digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan 

laba buku dengan laba fiskal dengan rumus sebagai berikut: 

ETR = Total Beban Pajak 

Laba Sebelum Pajak 

Kepemilikan 

manajerial (X1) 

Kepemilikan 

publik (X2) 

Proporsi komisaris 

independen (X3) 

Komite Audit (X4) 

Penghindaran 

pajak (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 



 
 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola, sehingga 

pihak manajemen sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang 

dikelolanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan 

manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen 

dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar: 

KM = ∑saham yang dimiliki manajemen 

       ∑saham beredar 

Pemegang saham minoritas atau sering disebut sebagai pemegang saham 

publik, dapat diartikan sebagai representasi kepentingan salah satu 

shareholder, yaitu masyarakat, terhadap perusahaan. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur kepemilikan publik adalah persentase jumlah saham yang 

dimiliki pihak publik dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar: 

KP = ∑saham pihak minoritas 

∑saham beredar 

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki 

kepentingan bisnis yang substansial dengan perusahaan, sehingga tidak dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi dewan 

komisaris independent diukur dengan menggunakan indikator persentase 

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh 

anggota dewan komisaris perusahaan: 

KI = ∑komisaris independen 

         ∑aggota dewan komisar 

Keberadaan komite audit diharapkan dapat melakukan pengawasan serta 

mengontrol manajer dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola 

perusahaan Penelitian ini menyesuaikan dengan peraturan dari otoritas di 

Indonesia, yaitu BAPEPAM-LK, yang mengatur bahwa minimal 1 orang 

dalam komite audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. 

KA =  ∑ anggota yang memiliki latar belakang akuntansi/keuangan 

            ∑ anggota komite audit 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum 

Jumlah perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

setiap periodenya berjumlah 29 perusahaan. Dalam 3 periode indeks yang dipakai 

dalam penelitian ini terdapat beberapa perusahaan yang harus dikeluarkan dalam 

sampel karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga sampel 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian berjumlah 13 perusahaan dimana 13 



 
 

perusahaan tersebut secara berturut-turut masuk dalam rentang 3 periode serta telah 

mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu, sampel 

yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 39 data yang berasal dari 13 perusahaan 

yang secara berturut-turut terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Berikut gambaran 

umum secara singkat perusahaan yang termasuk dalam kriteria sampel penelitian.  

 

Analisis Data  

Statistik Deskriptif 

Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel penelitian tampak pada Tabel 1 

berikut ini: 

Tabel 1 

Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Penelitian N Min Max Mean Standar Deviasi 

Kepemilikan Manajerial (X1) 39 0,0001 0,1829 0,02505 0,0514 

Kepemilikan Publik (X2) 39 0,0001 2,3436 0,08800 0,3736 

Komisaris Independen (X3) 39 0,2500 2,0000 0,5489 0,2582 

Komite Audit (X4) 39 0,5000 2,0000 0,7646 0,3022 

Penghindaran Pajak (Y) 39 0,0291 0,4594 0,2323 0,0774 

Sumber: Data diolah, 2020  

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas sebagai berikut: 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Nilai Kolmogorov Smirnov Keterangan 

Unstandarized Residual 0,075 Berdistribusi Normal 

Sumber: Data diolah, 2020  

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

atau signifikansi adalah 0,075. Dari semua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

Sehingga, dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

Tabel 3  

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Kepemilikan Manajerial (X1)  0,648 1,543 tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemilikan Publik (X2) 0,626 1,599 tidak terjadi multikolinieritas 

Komisaris Independen (X3) 0,955 1,048 tidak terjadi multikolinieritas 

Komite Audit (X4) 0,992 1,008 tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data diolah, 2020 

Berdasarkan hasil analisis Collinearity Statistics yang dapat dilihat pada tabel 

3,diketahaui bahwa model tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut ditandai 

dengan nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10 dan nilai tolerance 

lebih dari 0,10. 

Uji Heterokedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:  

Tabel 4 

Hasil Uji Glejser 

Variabel                        Sig Keterangan 

Kepemilikan Manajerial (X1)  0,306 tidak terjadi heterokesdatisitas 

Kepemilikan Publik  (X2) 0,847 tidak terjadi heterokesdatisitas 

Proporsi Komisaris Independen (X3) 0,786 tidak terjadi heterokesdatisitas 

Komite Audit (X4) 0,486 tidak terjadi heterokesdatisitas 

Sumber: Data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tidak terjadi 

heterokesdatisitas dari persamaan yang diuji. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis peneitian dapat dilihat pada 

Tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel   KoefisienRegresi Sig. Keterangan 

Konstanta 0,170 - - 

Kepemilikan Manajerial (X1) -0,296 0,036 Signifikan 

Kepemilikan Publik (X2) -0,645 0,030 Signifikan 

Komisaris Independen (X3) -0,018 0,889 Tidak Signifikan 

Komite Audit (X4) -0,255 0,049 Signifikan 



 
 

Sumber: Data diolah, 2020 

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah: 

Y = 0,170 - 0,296X1 - 0,645X2 - 0,018X3 - 0,255X4 + e 

 

Uji Hipotesis 

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t sebagai berikut: 

Tabel 6 

 Hasil Uji t 

Variabel Sig 

Kepemilikan Manajerial (X1)  0,036 

Kepemilikan Publik  (X2) 0,030 

Proporsi Komisaris Independen  (X3) 0,889 

Komite Audit (X4) 0,049 

   Sumber: Data diolah, 2020 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Hasil uji R
2 
berikut:  

Tabel 7 

Hasil Uji R
2 

R R Square Adjusted R Square 

0,687 0,472 0,410 

Sumber: Data diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukan model memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 

0,410. Hal ini berarti variabel terikat Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan 

Publik (X2), Proporsi Komisaris Independen  (X3), dan Komite Audit (X4) sebesar 

41%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas 

mempengaruhi 41% variabel terikat sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model. 

 

Pembahasan 

1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis pertama (H1) 

dapat dilihat pada Tabel 6 bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,036, artinya 

semakin tinggi Kepemilikan Manajerial maka akan menurunkan Penghindaran Pajak  

(H1 diterima).  

 



 
 

Masalah yang seringkali muncul dalam struktur kepemilikan ini adalah konflik 

keagenan akibat dari perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk 

memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. 

Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan mengurangi kecenderungan 

terjadinya perilaku opportunistic manajer karena setiap keputusan yang diambil, 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan tersebut dan ikut 

pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah, dengan adanya kepemilikan saham manajemen akan membantu penyatuan 

kepentingan manajer dan pemegang saham sehingga permasalahan keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemilik 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sunarsih (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak . 

 

2 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Penghindaran Pajak  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kedua (H2) dapat 

dilihat pada Tabel 6 bahwa Kepemilikan Publik berpengaruhterhadap Penghindaran 

Pajak dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,030. Pengaruh yang 

ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif signifikan, artinya semakin tinggi 

Kepemilikan Publik maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak (H2 diterima).  

Terdapat perbedaan orientasi terhadap perusahaan diantara pemegang saham 

pengendali dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham publik membeli 

saham perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian yang setinggi-

tingginya atas investasi mereka dengan tingkat resiko yang dapat ditolerir. Santoso 

(2014) menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat 

manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung 

oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar 

modal dan meningkatkan harga saham. Semakin tinggi harga saham berarti 

kesejahteraan pemilik juga akan meningkat. Pemegang saham publik juga terbukti 

tidak agresif dalam pembiayaan perusahaan, yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan usaha (Handayani, 2007) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mulyani (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Kepemilikan Publik berpengaruhterhadap Penghindaran Pajak . 

 



 
 

3 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ketiga (H3) dapat 

dilihat pada Tabel 6 bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh 

terhadap Penghindaran Pajak dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 

0,889, artinya semakin tinggi Proporsi Komisaris Independen maka Penghindaran 

Pajak tidak akan mengalami perubahan (H3 diterima).  

Besarnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Penghindaran Pajak. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris 

independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak 

berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap 

manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, kemampuan komisaris 

independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi 

akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih 

mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang 

tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya penghindaran pajak perusahaan 

sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sandy (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

 

4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis keempat (H4) 

dapat dilihat pada Tabel 6 bahwa Komite Audit berpengaruhterhadap Penghindaran 

Pajak dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,049, artinya semakin 

tinggi Komite Audit maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak  (H4 diterima).  

Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memberikan pendapat professional 

yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal 

yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Diperlukan keahlian dalam hal 

akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum untuk dapat melakukan penghindaran 

pajak dengan cara legal. Keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh 

anggota komite audit akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam 

melakukan penghindaran pajak karena mereka lebih mengerti celah dalam peraturan 

perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan 

saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan 

keuntungan lebih besar bagi pemegang saham. 

 

 



 
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Denies Priatinah (2013) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan yakni Kepemilikan Manajerial 

terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan pengaruh negatif signifikan. Ini 

membuktikan bahwa semakin besar Kepemilikan Manajerial akan menurunkan 

Penghindaran Pajak. Kepemilikan Publik Terhadap Penghindaran Pajak 

menunjukkan berpengaruh negatif signifikan. Ini membuktikan bahwa Kepemilikan 

Publik yang tinggi akan menurunkan Penghindaran Pajak. Proporsi Komisaris 

Independen terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan pengaruh yang tidak 

signifikan. Ini membuktikan bahwa Proporsi Komisaris Independen yang tinggi 

maka Penghindaran Pajak tidak mengalami perubahan. Komite Audit Terhadap 

Penghindaran Pajak menunjukkan berpengaruh negatif signifikan. Ini membuktikan 

bahwa Komite Audit yang tinggi akan menurunkan Penghindaran Pajak. 

 

Saran 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lainnya seperti 

leverage, profitabilitas, dan likuiditas sehingga dapat memberikan pengaruh lebih 

besar terhadap Penghindaran Pajak. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya 

memperluas kriteria sampel pada perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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